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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

DALAM UPAYA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  

PADA KOMISI PEMILIAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR 

 

AISYAH RETNO OCTAVIA 

NPM. 22041010186 

 

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang 

bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada 

pelayanan publik melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penelitian ini bertujuan 

menganalisis implementasi pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jawa Timur menggunakan model implementasi kebijakan George 

C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas telah berjalan 

dengan baik. Komunikasi berlangsung secara jelas dan konsisten, sumber daya 

didukung oleh kompetensi aparatur, kewenangan, informasi, serta fasilitas yang 

memadai meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pegawai. Disposisi aparatur 

ditunjukkan melalui komitmen pimpinan dan internalisasi budaya kerja 

MAKARYO, sedangkan struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas, tim 

kerja, dan Standar Operasional Prosedur, meskipun ruang inovasi daerah masih 

terbatas akibat koordinasi yang hierarkis. Implementasi tersebut menghasilkan 

berbagai capaian organisasi, termasuk Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 yang diumumkan oleh Kementerian 

PANRB pada 11 Februari 2026 sebagai bentuk pengakuan atas pembangunan Zona 

Integritas di KPU Provinsi Jawa Timur. 

Kata Kunci: Zona Integritas; Implementasi Kebijakan; Reformasi Birokrasi; 

Pelayanan Publik; Wilayah Bebas dari Korupsi. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF INTEGRITY ZONE DEVELOPMENT IN 

EFFORTS TOWARDS CORRUPTION-FREE AREA (WBK) AND CLEAN 

AND SERVING BUREAUCRACY AREA (WBBM) AT THE GENERAL 

ELECTIONS COMMISSION OF EAST JAVA PROVINCE 

 

AISYAH RETNO OCTAVIA 

NPM. 22041010186 

 

The development of the Integrity Zone is part of Indonesia's bureaucratic reform 

aimed at establishing a clean, accountable, and public service-oriented 

bureaucracy through the achievement of the Corruption-Free Area (Wilayah Bebas 

dari Korupsi/WBK) and the Clean and Serving Bureaucratic Area (Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM). This study aims to analyze the 

implementation of the Integrity Zone development at the General Election 

Commission of East Java Province using George C. Edward III's policy 

implementation model, which consists of communication, resources, disposition, 

and bureaucratic structure. This research employed a descriptive qualitative 

approach. Data were collected through interviews, observations, and 

documentation, and were analyzed using an interactive data analysis technique. 

The findings indicate that the implementation of the Integrity Zone has been carried 

out effectively. Communication was conducted clearly and consistently, while 

resources were supported by competent personnel, clear authority, adequate 

information, and supporting facilities, despite limitations in the number of 

personnel. The disposition of the implementers was reflected in leadership 

commitment and the internalization of the MAKARYO work culture. Meanwhile, the 

bureaucratic structure was supported by a clear division of responsibilities, 

dedicated working teams, and Standard Operating Procedures, although regional 

innovation remained constrained by hierarchical coordination. The implementation 

also resulted in several organizational achievements, including the Integrity Zone 

toward a Corruption-Free Area (WBK) Award for 2025, announced by the Ministry 

of Administrative and Bureaucratic Reform on 11 February 2026 as recognition of 

the successful implementation of the Integrity Zone at the General Election 

Commission of East Java Province. 

Keywords: Integrity Zone; Policy Implementation; Bureaucratic Reform; Public 

Service; Corruption-Free Area.




